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SALINAN 

 

ENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM 2013  

SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik 

dalam mengembangkan kemampuannya pada era 

digital, perlu menambahkan dan mengintegrasikan 

muatan informatika pada kompetensi dasar dalam 

kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 pada 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5670); 

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 59 TAHUN 2014 

TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH 

ATAS/MADRASAH ALIYAH.  
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yaitu Pasal 10A sebagai berikut: 

 

Pasal 10A 

(1) Pelaksanaan pembelajaran Informatika sebagai mata 

pelajaran pilihan dilaksanakan mulai tahun ajaran 

2019/2020 sesuai dengan kesiapan sekolah. 

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Mata Pelajaran 

Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

2. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah diubah dengan menambahkan 

mata pelajaran Informatika pada Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 14 Desember 201821 Juni 2018 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

TTD. 

 

MUHADJIR EFFENDY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Desember 2018  

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

TTD. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1691 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
 
TTD. 
 
Dian Wahyuni 
NIP 196210221988032001 

 



-1- 
 

jdih.kemdikbud.go.id 
 

SALINAN 

LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
NOMOR 36 TAHUN 2018  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 59 TAHUN 2014  
TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH 
ATAS/MADRASAH ALIYAH 
 

 
KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM 
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH 

 
 
I. PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

1. Pengertian Kurikulum 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang 
pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang 
digunakan untuk kegiatan pembelajaran.   
Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 

memenuhi kedua dimensi tersebut.   
2. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai 
berikut: 
a. Tantangan Internal 

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan 
dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 
(delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik 
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 
pendidikan. 
Tantangan internal lainnya terkait dengan  perkembangan 

penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia 
produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif 

(15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak 
berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). 
Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya 

pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh 
sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana 
mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang 

melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya 
manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui 

pendidikan agar tidak menjadi beban. 
 
 


